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SALINAN LAMPIRAN IV.2 
PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO 

NOMOR 98 TAHUN 2017 
TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI 
PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO 

BERBASIS AKRUAL 

 

 

A. UMUM 

Tujuan  

1. Tujuan kebijakan akuntansi ini adalah untuk menetapkan dasar-dasar 

penyajian pendapatan dalam Laporan Operasional untuk pemerintah 

daerah dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas penyelenggaraan 

pemerintahan sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-

undangan. 

Ruang Lingkup 

2. Kebijakan ini diterapkan dalam akuntansi Pendapatan-LO yang disusun dan 

disajikan dengan menggunakan akuntansi berbasis akrual. 

3. Pernyataan kebijakan ini berlaku untuk entitas akuntansi/pelaporan pada 

Pemerintah Kota Probolinggo yang memperoleh anggaran berdasarkan 

APBD, tidak termasuk perusahaan daerah. 

Definisi 

4. Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai 

penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan 

tidak perlu dibayar kembali. 

5. Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara 

aset dan kewajiban pemerintah. 

6. Pendapatan—LO adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai 

penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan 

tidak perlu dibayar kembali. 

7. Pendapatan—LO diperoleh berdasarkan peraturan perundang-undangan 

atau imbalan atas suatu pelayanan yang telah selesai diberikan 

berdasarkan peraturan perundang- undangan. 

         Kebijakan Akuntansi lampiran 

PENDAPATAN - LO IV. 2 
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8. Pendapatan-LO merupakan pendapatan yang menjadi tanggung jawab dan 

wewenang entitas Pemerintah Daerah, baik yang dihasilkan oleh transaksi 

operasional, non operasional dan pos luar biasa yang meningkatkan 

ekuitas entitas Pemerintah Daerah. 

9. Pendapatan-LO dikelompokkan dari dua sumber, yaitu  transaksi  

pertukaran  (exchange transactions) dan transaksi non-pertukaran (non-

exchange transactions). Pendapatan dari Transaksi Pertukaran adalah 

manfaat ekonomi yang diterima dari berbagai transaksi pertukaran seperti 

penjualan barang atau jasa layanan tertentu, dan barter. Pendapatan dari 

transaksi non-pertukaran adalah manfaat ekonomi yang diterima 

Pemerintah Daerah tanpa kewajiban Pemerintah Daerah menyampaikan 

prestasi balik atau imbalan balik kepada pemberi manfaat ekonomi 

termasuk (namun tidak terbatas pada) pendapatan pajak, rampasan, hibah, 

sumbangan, donasi dari entitas di luar entitas akuntansi dan entitas 

pelaporan, dan hasil alam. 

10. Terdapat 2 kelompok besar Pendapatan—LO, yaitu Pendapatan dari 

Kegiatan Operasional dan Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional. 

11. Pendapatan dari Kegiatan Operasional diklasifikasikan menjadi 3, yaitu 

Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer dan Lain-Lain Pendapatan 

Daerah yang Sah. 

12. Pendapatan Transfer merupakan reklasifikasi atas pos pendapatan yang 

berasal dari Pemerintah Pusat berupa Dana Perimbangan, Dana Otonomi 

Khusus maupun bagi hasil dari Pemerintah Provinsi dalam bentuk bagi 

hasil pajak dan bukan pajak. 

13. Berdasarkan karakteristiknya, Pendapatan Pemerintah Daerah  diperoleh 

melalui 3 metode, yaitu: 

a. Pendapatan Melalui Penetapan: 

Pendapatan melalui penetapan ini diartikan sebagai perolehan 

pendapatan yang menjadi hak Pemerintah Daerah yang disahkan 

dengan penetapan. Terdapat 2 jenis penetapan pendapatan, yaitu: 

1) Penetapan pendapatan secara jabatan (official) 

Penetapan secara jabatan ini diartikan sebagai penetapan 

kewajiban pembayaran pendapatan oleh wajib bayar berdasarkan 

ketetapan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah melalui 
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SKPD terkait. Jenis pendapatan yang ditetapkan secara jabatan 

ini antara lain: 

a) Pajak Air Permukaan; 

b) Retribusi Daerah; 

c) Tuntutan Ganti Kerugian Daerah; 

d) Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan 

Pekerjaan; 

e) Pendapatan Denda Pajak; 

f) Pendapatan Denda Retribusi; 

g) Fasilitas Sosial dan Umum; 

h) Pendapatan dari Pengembalian; 

i) Pendapatan dari Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan; 

dan 

j) Pendapatan dari Angsuran/Cicilan Penjualan. 

2) Penetapan pendapatan oleh pihak ketiga 

Penetapan pendapatan oleh pihak ketiga adalah penetapan hak 

pendapatan yang dilakukan oleh pihak ketiga diluar institusi 

Pemerintah Daerah. Jenis pendapatan ini antara lain: 

a) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan; 

b) Dana Perimbangan; 

c) Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah. 

b. Pendapatan Tanpa Penetapan: 

Pendapatan tanpa Penetapan adalah pendapatan yang menjadi hak 

Pemerintah Daerah tanpa didahului dengan penetapan secara resmi 

yang dikirimkan ke Pemerintah Daerah karena proses bisnis yang 

tidak memungkinkan. Pendapatan yang masuk ke dalam kategori ini 

antara lain: 

1) Penerimaan Jasa Giro; 

2) Pendapatan Bunga Deposito; 

3) Komisi, Potongan dan Selisih Nilai Tukar Rupiah; 

4) Hasil Klaim Asuransi. 

c. Pendapatan dari Hasil Eksekusi Jaminan: 
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Pendapatan hasil eksekusi jaminan diakui saat pihak ketiga tidak 

menunaikan kewajibannya. Pada saat tersebut, PPKD akan 

mengeksekusi uang jaminan yang sebelumnya telah disetorkan, dan 

mengakuinya sebagai pendapatan. Pengakuan pendapatan ini 

dilakukan pada saat dokumen eksekusi yang sah telah diterbitkan. 

14. Dilihat dari tata cara penarikannya, pendapatan dapat dipungut dengan 

menggunakan surat ketetapan atau menggunakan benda berharga (karcis). 

Contoh pemungutan dengan menggunakan karcis adalah Retribusi 

Pelayanan Kesehatan dan Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga. 

15. Ditinjau dari tata cara pembayarannya, hak pendapatan Pemerintah 

Daerah dapat menerima pembayaran dimuka sekaligus (selanjutnya 

disebut mekanisme uang muka), atau pembayaran tanpa uang muka. 

16. Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional adalah pendapatan atau 

”keuntungan” yang diterima Pemerintah Daerah dari kegiatan yang sifatnya 

tidak rutin. Contoh dari pendapatan ini antara lain: 

a. Surplus Penjualan Aset Non Lancar; 

b. Surplus Pemanfaatan Aset Non Lancar;  

c. Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang. 

 

 

B. PENGAKUAN 

17. Pendapatan-LO diakui pada saat: 

a. Timbulnya hak atas pendapatan (earned) atau; 

b. Pendapatan direalisasi yaitu aliran masuk sumber daya ekonomi 

(realized). 

18. Pendapatan-LO yang diperoleh berdasarkan peraturan perundang-

undangan diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih pendapatan. 

19. Pendapatan-LO yang diperoleh sebagai imbalan atas suatu pelayanan 

yang telah selesai diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan, 

diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih imbalan. 

20. Pendapatan-LO yang diakui pada saat direalisasi adalah hak yang telah 

diterima oleh pemerintah tanpa terlebih dahulu adanya penagihan. 

21. Dalam hal Badan Layanan Umum Daerah, pendapatan-LO diakui dengan 

mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai Badan 

Layanan Umum. 
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22. Atas izin yang diberikan pemerintah daerah yang melebihi satu peroide 

akuntansi, pengakuan pendapatannya dilakukan hanya satu kali pada saat 

izin tersebut dan tidak perlu dibagi proporsional. sesuai dengan waktu 

berlakunya izin yang bersangkutan (bultek 23). 

23. Pengakuan Pendapatan sewa dilakukan pada saat entitas memiliki hak 

atas pendapatan tersebut sesuai dengan perjanjian. Apabila perjanjian 

sewa melewati waktu 1 (satu) tahun maka dilakukan penyesuaian 

pengakuan pendapatan sebesar yang telah menjadi hak entitas yang 

bersangkutan secara proporsional (secara bulanan) (bultek 23). 

24. Pengakuan Pendapatan-LO pada PPKD adalah : 

a. Pendapatan Transfer  

      Pemerintah Pusat akan mengeluarkan ketetapan mengenai jumlah dana 

transfer yang akan diterima oleh Pemerintah Daerah. Namun demikian 

ketetapan pemerintah belum dapat dijadikan dasar pengakuan 

pendapatan LO, mengingat kepastian pendapatan tergantung pada 

persyaratan-persyaratan sesuai peraturan perundangan penyaluran 

alokasi tersebut. Untuk itu pengakuan pendapatan transfer dilakukan 

bersamaan dengan diterimanya kas pada Rekening Kas Umum Daerah. 

Walaupun demikian, pendapatan transfer dapat diakui pada saat terbitnya 

peraturan mengenai penetapan alokasi, jika itu terkait dengan kurang 

salur. Ada  kalanya  informasi  mengenai  kurang  bayar/salur  

disampaikan  entitas  penyalur sebelum entitas penerima menerbitkan 

laporan keuangan. Apabila terjadi demikian maka kurang  bayar/salur 

tersebut  diakui  sebagai  pendapatan  tahun  pelaporan. Namun dapat 

pula pula  terjadi  informasi  tersebut  baru  diterima  oleh  entitas  

penerima  setelah  laporan keuangan  entitas  penerima  diterbitkan.  

Apabila  terjadi  hal  tersebut  maka  entitas penerima  dapat  mengakui  

informasi  kurang  bayar  tersebut  sebagai  dasar  pengakuan   

pendapatan operasional pada tahun diketahuinya informasi tersebut. 

(bultek 21) 

b. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah  

Merupakan kelompok pendapatan lain yang tidak termasuk dalam 

kategori pendapatan sebelumnya. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang 

Sah pada PPKD, antara lain meliputi Pendapatan Hibah baik dari 

Pemerintah, Pemerintah Daerah Lainnya, Badan/Lembaga/Organisasi 

Swasta Dalam Negeri, maupun Kelompok Masyarakat/Perorangan. 

Naskah Perjanjian Hibah yang ditandatangani belum dapat dijadikan 
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dasar pengakuan pendapatan LO mengingat adanya proses dan 

persyaratan untuk realisasi pendapatan hibah tersebut. 

25. Pengakuan Pendapatan-LO pada SKPD  adalah: 

Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan yang diperoleh daerah 

yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan Peraturan 

Perundang-Undangan. Pendapatan tersebut dapat dikelompokkan ke 

dalam tiga kategori, yaitu. 

a. Melalui mekanisme penetapan terlebih dahulu 

 Kelompok pendapatan yang didahului oleh penetapan terlebih dahulu 

(office assessment) yaitu dengan penerbitan Surat Ketetapan Pajak 

Daerah (SKPD), Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) maupun 

surat ketetapan lainnya dimana dalam penetapan tersebut terdapat 

jumlah uang yang harus diserahkan kepada Pemerintah Daerah untuk 

kemudian dilakukan pembayaran oleh wajib pajak yang bersangkutan. 

Pendapatan ini diakui pada pendapatan LO ketika dokumen penetapan 

tersebut telah disahkan. 

Pendapatan yang pembayarannya dilakukan di muka oleh wajib pajak 

untuk memenuhi kewajiban selama beberapa periode ke depan. 

Pendapatan LO diakui ketika periode yang bersangkutan telah terlalui 

dan sisa masa berikutnya diakui sebagai pendapatan diterima dimuka. 

Pendapatan yang masuk ke dalam kategori ini adalah Tuntutan Ganti 

Kerugian Daerah, Pendapatan Retribusi Sewa, Pendapatan Pajak 

Reklame, dan lain-lain. 

b. Penetapan bersamaan dengan pembayaran 

 Kelompok pendapatan yang didahului dengan penghitungan sendiri oleh 

wajib pajak (self assessment) dan dilanjutkan dengan pembayaran oleh 

wajib pajak berdasarkan perhitungan tersebut. Selanjutnya, dilakukan 

pemeriksaan terhadap nilai pajak yang dibayar apakah sudah sesuai, 

kurang atau lebih bayar untuk kemudian dilakukan penetapan. 

Pendapatan ini diakui pada pendapatan LO dan. Dan apabila pada saat 

pemeriksaan ditemukan kurang bayar maka akan diterbitkan surat 

ketetapan kurang bayar yang akan dijadikan dasar pengakuan 

pendapatan LO. Sedangkan apabila dalam pemeriksaan ditemukan lebih 

bayar pajak maka akan diterbitkan surat ketetapan lebih bayar yang akan 

dijadikan pengurang pendapatan LO.  

 Pendapatan yang masuk kategori ini adalah pajak restoran, pajak hotel, 

pajak warung dan lain-lain. 
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c. PAD dari Hasil Eksekusi Jaminan 

Pendapatan hasil eksekusi jaminan diakui saat pihak ketiga tidak 

menunaikan kewajibannya. Pada saat tersebut, SKPD akan 

mengeksekusi uang jaminan yang sebelumnya telah disetorkan, dan 

mengakuinya sebagai pendapatan. Pengakuan pendapatan ini 

dilakukan pada saat dokumen eksekusi yang sah telah diterbitkan 

 

C. PENGUKURAN 

26. Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan 

membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya 

(setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). 

27. Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LO bruto (biaya) 

bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat diestimasi 

terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat 

dikecualikan. 

28. Pendapatan-LO dari transaksi pertukaran diukur dengan menggunakan 

harga sebenarnya (actual price) yang diterima ataupun menjadi tagihan 

sesuai dengan perjanjian yang telah membentuk harga. Pendapatan-LO 

dari transaksi pertukaran harus diakui pada saat barang atau jasa 

diserahkan kepada masyarakat ataupun entitas pemerintah lainnya dengan 

harga tertentu yang dapat diukur secara andal.  

29. Pendapatan-LO operasional non pertukaran, diukur sebesar aset yang 

diperoleh dari transaksi non pertukaran yang pada saat perolehan tersebut 

diukur dengan nilai wajar  

30. Pengembalian yang sifatnya normal dan berulang (recurring) atas 

pendapatan-LO pada periode penerimaan maupun pada periode 

sebelumnya dibukukan sebagai pengurang pendapatan. 

31. Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (non-recurring) 

atas pendapatan-LO yang terjadi pada periode penerimaan pendapatan 

dibukukan sebagai pengurang pendapatan pada periode yang sama. 

32. Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (non-recurring) 

atas pendapatan-LO yang terjadi pada periode sebelumnya dibukukan 

sebagai pengurang ekuitas pada periode ditemukannya koreksi dan 

pengembalian tersebut. 

33. Pendapatan dalam mata uang asing diukur dan dicatat pada tanggal 

transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.  
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D. PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN  

34. Pendapatan-LO disajikan dalam Laporan Operasional (LO) sesuai dengan 

klasifikasi dalam BAS. Rincian dari Pendapatan dijelaskan dalam Catatan 

atas Laporan Keuangan (CaLK) sesuai dengan klasifikasi sumber 

pendapatan. 

35. Hal-hal yang harus diungkapkan dalam CaLK terkait dengan Pendapatan-

LO adalah : 

a. penerimaan Pendapatan-LO tahun berkenaan setelah tanggal 

berakhirnya tahun anggaran dan perbandingannya dengan tahun lalu; 

b. penjelasan mengenai Pendapatan-LO pada tahun pelaporan yang 

bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat khusus dan penjelasan atas 

perbedaan antara periode berjalan dengan periode yang lalu; 

c. Jumlah dan nilai SKP-D dan SKR-D yang diterbitkan pada tahun 

berkenaan untuk masing-masing jenis pendapatan pajak dan retribusi 

d. Peraturan dan Peraturan Walikota yang mendasari penetapan 

pendapatan; 

e. Penjelasan atas Obyek, subyek, wajib pajak/retribusi, dasar pengenaan, 

dan tarif atas masing-masing rincian obyek pendapatan 

f. koreksi dan pengembalian pendapatan yang mempengaruhi jumlah 

Pendapatan-LO; 

g. penjelasan sebab-sebab kenaikan/penurunan penerimaan pendapatan 

daerah; dan 

h. informasi lainnya yang dianggap perlu. 
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